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Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab. KaPuas

di-
KUALA KAPUAS

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kapuas Nomor 517/ORG Tahun

2021 tentang Penunjukan fepata Perangkat Daerah sebagai Role Model di

Lingkungan pemerintih Kabupaten Kapuas maka diminta perhatian dad tindak

lanjut BapaUlbu sebagai berikut.

1. Penunjukan role model dapat dipahami sebagai langkah membangun

komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung dan mendorong

penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas di lingkungan

kerjanya masing-masing.

2. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan tugas dan fungsi

sebagai role model dengan baik sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Bupatidiatas.

3. Mencetak dan menampilkan banner role model di ruang pelayanan pada

masing-masing kantor. Desain dan bentuk dapat disesuaikan dengan

kebutuhan (contoh terlamPir).

4. Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dimonitor dan dievaluasi oleh Tim

Reformasi Birokrasi pemkab. Kapuas sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksdnakan sebagaimana mestinya'
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TEMBUSAN disampaikan KePada Yth:

'1. Bupati Kapuas (sebagai laporan)

2. lnsPektur Kab. KaPuas

3' Kepa|a Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kab' Kapuas

4. Kepala Bagian OrganisasiSetda lGb' Kapuas



. LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR :060/ L2AS lOrg'2021
TANGGAL : 03 Desember 2021

CONTOH DESAIN BANNER ROLE MODEL
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Ketentuan:

1. Teks dapat diisi sesuai kebutuhan seperti contoh : kata motivasi, uffipan selamat datang, atau

motto perangkat daerah- i

2. Diganti dengan foto diri kepala perangkat daerah' r1

3. Digantidengan nama ltepala perangkat daerah'

4. Diganti dengan nama organisasi perangkat daerah'

* Desain banner dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan
** Desain diatas dapat diunduh pada bit.lylrolemodelkps
*"* Ukuran standar x banner
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Sedap hasil yang besar selalu dimulai

dari langkah sederhana yang diiringi
komitrnen dan disiPlin

MODEL
(Namc KePalu OPD)

Hg5*ff *m,

Kerja Keras, Kerja Cerdas
dan Kerja Tuntas
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Mengingat 1.

BT'PATI I(APUAS,

bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan

perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara sehingga akan

menumbuhkembangkan budaya kerja yang baik yang ditunjuld.an

dengan keteladanan perilalnr yafl8 nyata dari Kepala Perangkat

naerarr di Lingkungan Pemerintah Kabupaten l(apuas;

bahwa setiap Kepala Peranglat Daerah ditunjuk sebagai role

model yang berperan menjadi suri tauladan yang berperan secara

bersama-r"rtt" menggerakkan perubatran kearatr Aparaflrr Sipil

Negara yang profesional dan berintegritas di lingkungan kerjanya

masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud dalam

hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputrrsan Bupati Kapuas ''

tentang Penunjrrkan Kepata Pera$g!<at Daeratr sebagai Role Model

di Linglmngan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

perpanjanga$ Pembentukan Daeratr Tingkat II di l(Alimantart

(Irmbarall Negara Republik Indoncsia Tatrun 1953 Nomor 9)

bebagai undang_undang (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 NJmor Zi, farnbahan 6mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bebas dan Bersih can Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75'

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesira Nomor 3581);

3. undang-undang Nornor 25 Tahun 2oo9 tentang Pelayanan Publik

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor LLz'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLt tentang
Pembenttrkan Peraturan Penrndang-Undangan (I"embaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OL9 Nomor 183, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentagg Aparattrr Sipit
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesiia Tatrun 2Ol4 Nomor

6,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia nomor 5a941;

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ot4 Gntang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) scbagaimana telah diubah beberapa tcali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja

(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penytrsunan

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daeralr (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang

Pembennrkan Produk Hukum Daeratr (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Al8

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun 2015 tentanrg Pembentukan Produk Hul$rm Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016

tentang PembentukaR dan Susunal Peraggkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2oL6 Nomor 1O, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

trEuuTusl(Ail :

Mentrnjuk selurrrh Kepala Perangkat Daerah menjadi role model di

Linglmngan Pemerintah l(abupaten l(apuas'

Role Model sebagaimana dimaksud Dikftun KESATU mempunyai

tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. sebagai katalis dalam meyakinkan seluftlh Aparatur sipil Negara

di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya

penrbahan dalam peLaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah

Kabupaten KaPuas;

6.

7.

8.

9.
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b. sebagai mediator dalam membantu melancarkan proses

perubahan, terutama menyelesaikan masalatr yang muncul di

aa"* pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya

masing-masing;

c. Sebagai parrrrtan dan keteladana$ dalam berperilalnr yang

mencerrninkan integritas dan kineda tinggi serta contoh dalam

penerapan disiplin, prestasi kerja, pengembangan pola pikir dan

budaya kerja;

d.Mendorongpenerapanbudayakerjayangkolraboratifdarrkerja
samaantareparatrrrSipilNegaradarrunitkerjadalam
mencapai ttrjuan dan sasaran pemerintah daerrah'

KeputrrsanBupatiinimulaiberlalnrpadatanggalditetapkan.

Ditetapkan di Kuala KaPuas
yg Mc:vuh<dzo2l
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Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di-Jakarta

2. Gubernur lhlimantan Tengatr di - Palangka Raya

i. tnspet<tur Kabupaten l(apuas di - Kuala l(apuas
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